
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 100 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN 
PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTA 

TAHUN ANGGARAN 2022 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a . bahwa berdasarkan Pasal 16 1 ayat (2) Peraturan Pem erintah 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan eraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ten tang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Da erah bahwa 
perubahan APBD dapat dilakukan apab ila terjadi 
perkembangan yang tidak sesuai dengan asu m si KUA, 
keadaan yang m enyebabkan harus dilakukan pergeseran 
anggaran antar organisas i, a n tar unit organis si, antar 
program, a n tar kegiatan, antar sub kegi tan da ntar jenis 
belanja , keadaan yang menyeba bkan SiLPA tahun anggaran 
sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran 
berjala n , k eadaan darurat dan/atau k ea daan 1 a r biasa; 

b. bahwa b erdasarka n Lampiran D.af.2 Pera t an Menteri 
Dalam Negeri Republik Indon esia Nomor 27 Tahun 2021 
ten tang Pedoman Penyusunan Anggara n Pendapatan dan 
Belanj a Daerah Tahun Anggaran 2022 Teknis Penyusunan 
APBD, dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan 
Agustus tahun anggaran berjalan rancangan perubahan 
KUA dan perubahan PPAS tidak disepakati Kepala Daerah 
bersama DPRD, Kepala Daerah menetapkan rancangan 
perubahan KUA dan perubahan PPAS tersebut m enjadi 
perubahan KUA dan perubahan PPAS dengan Peraturan 
Kepala Daerah, untuk selanjutnya Kepala Daerah 
menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan 
RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun 
RKA-SKPD yang memuat program, kegiatan dan sub 
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kegiatan baru danjatau Perubahan DPA-SKPD yang 
disiapkan oleh TAPD; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Tasikmalaya tentang Perubahan Kebijakan Umum 
Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran 
Semen tara Tahun Anggaran 2022. 

1. Un dan -Undan Nomor 14 Tahun 1950 ten tang 
Pe bent kan Daerah -Daerah Kabupa ten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 
1 50) baga imana telah diu ah engan Un dang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Ka b aten 
Purwakarta dan a upaten Subang dengan Me eli h 

ndang-Un ng m or 14 Tahun 1950 te t ng 
Pembentukan a er h-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Ba t (Lembaran Negara 
Republik Indonesi Tahun 1968 Nomor , Tambahan 
Lembara Negara epublik In onesia N mor 2851); 

-Undang N m or 17 Ta un 200 - tentang Ke a ngan 
egara (Lembara e ahu n 2003 
o r 7 , Tamba an L 'k In onesia 

Nomo 86; 
3. U dang- ndang Nom or 25 T 

Perencan an Pemban a n ar egara 
Republik n onesia Tahun 2004 Nomo 164, Tambahan 
Lembar Negara epublik Ind n sia Nomor 4421 ); 

4. Undang-Undan om or 17 Tahu 2 6 t en g encana 
P an n a J ang a Panjano C P P) Na ional Tahun 
20 2 5 Lem aran N gar b ik In on sia Tahun 
2007 No or 3 , T ahan Lembar Neg a Republik 

don s ia No 0 470 ; 
5. ndang-Un dang N mor 12 Tahun 20 1 ten tang 

Penyus nan Peraturan Perundang-u da gan (Lembaga 
Negara Republik Indones ia Nomor 8 2 , T m bahan Lembaran 
Negar Republik Indonesia omor 5234) sebagiamana telah 
diubah beberapa kali tera ir dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahu 20 2 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Penyusunan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
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telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757); 

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ten tang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

a un 2 2 ten ang Ke ijaka Ke gan Negara dan 
St S · tern Keuangan n tuk P ang an Pandemi 
Corona Viru Disease 2019 (COVID-19) I tau dalam 
ra gk menghadapi Ancaman yang Mem bahayakan 
Perekonomian N sional danl atau Stabilitas i tem 
Keu an (Lembaran Negara Republik Indonesia ah n 
2020 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Negara Re u lik 
Indonesia Nomor 651 6); 

8. Undang Undang Republik Indones' Nomor 11 T hun 
2020 ten tang Ci ta Kerja (Lembaran Negar epublik 
Indonesi Tahun 2020 No or 245, Tam ahan Lembaran 

egara Repub ik do evia Nomor 6573); 
Un Undang ep b i Indonesia N 1 Tahu n 2022 
tentang 1 bunga Keu anga nt emerin h Pusat dan 

erintahan D e ah ; 
10. eraturan Pemeri tah Nomor 26 T hun 2008 tentang 

encana Tata Ruang Wilayah Na sional s bagaiman telah 
diubah d ngan P ra turan P m erintah N mor 13 Tahun 

t n tang P bah n Atas Pera turan Pemerintah Nomor 
26 Tah n 08 Te tang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Na sional (Lembaran Neg ra ep blik In one ia Tahun 
20 7 N mor 77, Tambahan em baran Ne ara epublik 
n d ones'a Nomor 604 ); 

11. Per t ran Pemeri tah ornor 71 Tahun 20 10 tentang 
Standar Aku ntansi Perneril1.tahan (Lemba ran Negara 
Re ublik Indonesia Tahun 20 10 Nornor 23, Tambahan 
Le baran Negara Republik ndon esia N mor 5165); 

12. Peratur Per erintah ornor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan inim al (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 8 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 



4 

Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6402); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi 
Nasional; 

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 
2017 ten tang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 

em angunan erke anj 
17 . s ·de 0 or Tab 020 tentang 

Pene apan Kedan:!.ratan Kesehatan Mas araka t Akibat 
irus Disea e (COVID- 9) ; 

18. Peraturan Preside Republik Indonesia Nomor a hun 
2 2 tentang Ren cana Pembangunan Jangka Me n g 
Nasional (RP N) Ta un 2020 - 2024 (Lembaran Ne ara 
Republik Indonesia T un 020 Nomor 10); 

19 . Peraturan Presiden N mor 33 Tahun 020 tentang St dar 
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara epublik 
Indonesi Tahun 2 20 Nomor 57); 

2 0. Peraturan Presid n omor 98 a un 22 ten tang 
an ata e atu ra residen No 4 Tabu n 2021 

tentang . cian Angg ran p an dan anJa egara 
n Anggar 20 2 (e baran Ne ara R publik 

In donesia Tabun 20 22 Nomor 149); 
21. Peratur Menteri Dalam Negeri Nom r 0 ahu 2019 

tentang S·stem Infi rmasi Pem ri t h Daera h (Berita egara 
Iik Ind . Tabun 2019 N or 11 4 ); 

22. Pera r o Ta u 2019 
ten tang 1 sifika si, Ko efi asi, Nom enklatur 
Pe enc aan embangun dan Ke angan a erab (Berita 

eaara e ublik I do esia Ta u n 201 9 Nomor 14 7); 
23 . Per turan Menteri Dalarn Nege i No or 77 T hun 2020 

tent g Pedo an T kni Pengel laan ua gan Daerab 
(Be ita Negara Republik Indo esia ab 2020 Nomor 
1 8 1); 

24. Peratur Men teri Dalam Negeri omor 17 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyu an Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2 22 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 496); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); 

26. Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nomor 050-5889 Tahun 
2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran 
Klasifikasi, Kodefikasi dan N omenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah; 
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27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 
Nomor 4); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJP) Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2010 Nomor 7); 

29. Per a turan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan J angka 
Menengah Daerah (RPJM) Daerah Kabupaten Tasikma laya 
Tahun 2021-202 6 (Lembaran Daerah Kab pa ten 
Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 11); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Ta hun 
2016 ten tang Tata Cara Pembentukan Produk Hu kum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 1); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah di Lingkun gan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahu 2016 
Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya N omor 3 Tahu 2021 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Su sunan Perangka t Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Kabupa ten Tasikmalaya (Lembaran 
Daerah Kabup aten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 
Tahun 20 14 tentang Sistem Perencanaan Pem bangunan 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 10); 

34. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 39); 
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35. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 121 Tahun 2021 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah 
oleh Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 88 Tahun 2022 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati 
Tasikmalaya Nomor 121 Tahun 202 1 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022; 

3 6. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 78 Tahun 2022 
tentang Peru bah an Kedua atas Peraturan Bupati 
Tasikmalaya Nomor 121 Tahun 202 1 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah Tahun Anggaran 
2022; 

37. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 89 Tahun 2 22 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tasikma aya 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabu p aten 
Tasikmalaya Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 89). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEBIJ AKAN 
UMUM ANGGARAN DAN PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON 
ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2022. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
3. Bupati adalah Bupa ti Tasikmalaya. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Da erah Kabupaten Tasikmalaya. 
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah 

tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh 
Sekretaris Daerah yang menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala 
daerah dalam rangka menyusun APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat 
perencana daerah, pejabat pengelolaan keuangan daerah dan pejabat 
lainnya sesuai kebutuhan. 
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7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya. 

9. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang 
dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada 
Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai 
dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. 

10. Pendapatan Transfer adalah merupakan pendanaan Daerah yang 
bersum ber dari APBN yang terdiri atas Dana Ba gi Hasil (DBH), Dana 
Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). 

11. ain -lain Pendapatan Daerah yang sah adalah merupakan s ur h 
p nda patan Daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimban an, 
yang m eliputi hibah, dana darurat, dan lain- lain pendapatan sesuai den gan 
ketentu an peraturan perundang-undangan. 

12. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah 
dokum en yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

13. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran adalah dokumen yang m emuat 
peru a h an kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiaya a serta 
asum si yang men dasarinya dalam periode 1 (satu) tahun. 

14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingka t PPAS 
adalah program priorita s dan batas maksimal anggara n yang diberikan 
kepada Perangkat Daerah u ntuk setiap p rogram dan kegiatan sebagai 
acuan dalam penyusun an renca na kerja dan anggaran satuan kerja 
perangkat daerah. 

15. Perubahan Priorita s dan Plafon Anggaran Semen tara ada lah program 
priorita s d an bata s maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat 
Daerah u ntuk setiap program dan kegiatan sebagai acu an dalam 
penyusunan rencana kerja dan anggaran perubah an satuan kerja 
perangkat daerah. 

16. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan yang selanjutnya disebut RKAP 
adalah dokumen yang m emuat Rencana perubahan anggaran pendapatan 
dan belanja daerah SKPD sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD. 

17. DOkumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disebut 
DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan anggaran pendapatan dan 
belanja daerah SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran 
oleh Pengguna Anggaran. 

18. Keluaran (output) adalah barang a tau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan 
untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program. 

19.0byek belanja adalah digit keempat setelah jenis belanja pada kode 
rekening belanja. 

20. Rincian obyek belanja adalah digit kelima setelah jenis belanja pada kode 
rekening belanja. 
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21. Uraian rind an obyek (item) belanja adalah nama/judul pengeluaran di 
bawah rmClan obyek belanja, sesuai kebutuhan kegiatan dan telah 
dipastikan satuan dan harga satuannya. 

22. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang selanjutnya 
disingkat SiLPA yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 
sebelumnya yang bersumber dari pelampauan penenmaan PAD, 
pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan 
lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan 
Pembiayaan, p ng ematan ewaji an epada k ketiga sampai 
dengan akhir t nl atau sisa ana akibat tidak 
tercapai y a c paian targ t Kinerja an s'sa dana pengeluaran Pem biayaan. 

23. Dana a gi Hasil Cuk . Hasil T m ak u sela ju nya disingk t DBHCHT 
ad ah bagian dari Transfer ke aerah yang dibagikan kepad d rah 

n ghasil cukai dan l tau daerah enghasil tembakau untuk mewuj dkan 
prin ip keadilan dan keseimban an dalam pengelolaan APBN. 

24. Ba a Laya an Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah a tuan 
Kerj a erangkat Daerah atau Unit Kerja pada Sat an Kerja Pe a n gkat 
Daerah di lingkungan pemeri t ah daerah yang dibent u ntuk 
me berikan pelayanan kepada a yarakat berupa enyediaan rang 
danl at u jasa yang dijual tanpa m en amakan men ari k gan , dan 
dal m akukan iatann a ida sar pada efisien i dan 
produ kti ·tas. 

1) Maksu d disu unnya Pe 
tidak esu ai de gan asu 
a. terdapat p nyesuai 

B B II 
MAKSUD A TUJUAN 

Pasa1 2 

an UA yaitu t erjadi ya perk 
UA s ba ai b 'ku : 

ij akan pe erin - hadap 
trans r an er bah elanja transfer; 

b . tidak te capa'nya/ perubahan pr eksi pendapatan d erah; 

bangan yang 

pe dapatan 

c. terdapat kea aan yang m nyeba bkan h aru dil u kan pergeseran 
anggaran antar Organi asi, a ntar Unit Orga isasi, anta Program, antar 
Kegiatan, antar bkeg'atan dan antar enis elanja; dan 

d. terdapat SiLPA aud· d t un ang aran sebelumnya yang harus 
disesuaikan menjadi latar belak g Pe yusunan Perubahan KUA Tahun 
Anggaran 2022. 

Pasal3 

1) Tujuan Penyusunan Perubahan KUA adalah : 
a. memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi KUA 

Tahun Anggaran 2022; 
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b. menyesuaikan perubahan proyeksi penerimaan daerah yaitu Pendapatan 
Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah 
yang Sah; 

c. menyesuaikan penetapan SiLPA Tahun Sebelumnya; 
d. melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait yang bersifat 

wajib dari Pemerintah baik Pusat maupun Provinsi sebagai bagian dari 
sinergitas prioritas nasional, regional dan daerah; 

e. melakukan penajaman prioritas kegiatan/sub 
pergeseran anggaran, penam ahan a 0 as ' gga 
ulang bebe a a peru ahan A Ta 

kegiatan melalui 
an penjadwalan 
An garan 2022; 

f. melaku an peny e. u 'an penempatan kode rekening seSUaI ketentuan 
yan ber aku; dan 

g. ene apkan kebijakan perubahan penjabaran APBD yang kan 
se uai ketentuan rundangan. 

BAB III 
PERUBA AN KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH DAN ASUMS SAR 

Pa al 4 

1) Peru ah kondisi akro dae terc 
dok K un Anggaran 2 22 yan 
terpisah ran bup ii i; 

lampiran 
upakan b gian tidak 

2) Asu si en sunan p rubahan an ggaran pendapatan dan 
bela j a daerah tercantum dalam lam iran dokum en KUA Tahun Anggaran 
2022 yang merupakan ba 'a tidak terpisahka d a i peratu ran bu a t i ini; 

BAB IV 
KEB J A N P UBA AN ERENCANAAN P NDA ATA DA RAH 

Pa sal 5 

Pendapatan Da rah sem 1a sebesar Rp3 . 30.20 .287.06 , 0 d irencanakan 
bertambah sebesar Rp96.229.935.076, 0 se mgga m enjadi sebesar 
Rp3.226.435.222.138, dengan ri ian seb gai be ikut: 
1) Pendapatan asli dae ah emula sebesar Rp335.806 .567.809,00 

direncanakan bertambah sebe ar Rp3.6 18.273.261,00 sehingga menjadi 
sebesar Rp339.424.841.070 ,00 dengan rincian sebagai berikut: 
a. Pajak daerah; 

1) Semula Rp 89.085.825.000,00 
2) Bertambah/ (berkurang) Rp 1.000.000.000,00 
Jumlah setelah perubahan Rp 90.085.825.000,00 

b. Retribusi daerah; 
1) Semula 
2) Bertambah/ (berkurang) 
Jumlah setelah perubahan 

Rp 
Rp 
Rp 

9.083.606.100,00 
(404.910.932,00) 

8.678.695.168,00 
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c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; 
1) Semula Rp 28.447.000.000,00 
2) Bertambahf(berkurang) Rp (5.697.244.261,00) 
Jumlah setelah perubahan Rp 22.749.755.739,00 

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 
1) Semula 
2) Bertamba f 

Rp 209.190.136.709,00 
Rp 8 .7 20.428.454,00 
Rp 2 7 .9 1 .5 65.163,00 

2) Pend patan t ran fe sem la sebesar Rp2 .77S.259.2 19.253,00 
diren canakan bertambah sebesar Rp92.611.661.815,00 sehingga m j adi 

eb e ar Rp2.867.870 .881.068 ,00 den gan rincian sebagai berikut: 
a . Transfer pem rintah pusat; 

1) mula 
2 Bertambahf (berkurang) 
J m lah setelah perubahan 

b. Tra n s tar 
1) Semula 
2) Ber ah/ g) 
J m lah setelah pe an 

Rp 2.619.443.721. 00 , ° 
Rp 13.740.210.9 3 ,00 
Rp 2.633.18 .931.93 ,00 

.8 .4 .25 3 ,00 
78 .871.450 .880,00 

3) Lain-lain pend patan aerah ang re an pe bahan tahun 
angg an 202 irencan akan tetap yaitu se e ar Rp19.139. 500.000,00. 

AB V 
KEBIJ A B HAN PEREN '""'ANAAN BEL N A DAERAH 

Pasal 6 

Belanja daerah semu a e esar p 3.221.8 46.205.82 , ° d irencanakan 
bertambah seb esar Rp 7 0 . 16.238.8 49,00 eh ingga m enjadi sebesar 
Rp3.391.862.444 .6 ,00 eng rincian sebagai eriku : 
a. Belanja operasional; 

1) Semula 
2) Bertambahf (berkurang) 
Jumlah setelah perubahan 

b. Belanja Modal; 
1) Semula 
2) Bertambahf (berkurang) 
Jumlah setelah perubahan 

Rp 2.301.122.047.776,00 
Rp 113.659.657.431,00 
Rp 2.414.781.705.207,00 

Rp 183.729.892.938,00 
Rp 87.068.175.528,00 
Rp 270.798.068.466,00 
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c. Belanja Tidak Terduga; 
1) Semula Rp 40.000.000.000,00 
2) Bertambah/ (berkurang) Rp 
Jumlah setelah perubahan Rp 40.000.000.000,00 

d. Belanja Transfer; 
1) Semula Rp 696.994.265.110,00 
2) Bertambah/ (berkurang) Rp (30.711.594.110,00} 
Jumlah setelah R 666 .282.671 .000,00 

BAB I 
E JAKAN PERU BAHAN PERENCANAAN PEMBIAYAAN DAE H 

Pa sal 7 

Pemb· y an d erah semula sebesar Rp 1.640.918.762,00 direncan an 
bertamb sebesar Rp73. 786.303 . 773,00 sehingg menjadi se esar 
Rp165.427.222.535,00 dengan rincian sebagai berikut: 
a. Pener· aan p embiayaan; 

1) Sem u a 
2) Bert mbah/ (e ang) 
Jumlah te erubah 

b. Pen 1 aran pembiayaan; 
1) S m u la 
2) Be tambah/ ( erkur g) 
Jumlah sete ah perubal1. 

p 
Rp 
Rp 

R 

sal 

52 . 0 ,00 
O,OO} 

00,00 

Uraian leb· anjut erubah kebijakan umum anggaran d perubahan 
prioritas plafon angg a sementara, tercantum alam Lampiran yang 
merupakan bagian idak t rpisahkan i P ratu an upati · it diri dari: 
1. Lampiran I Dokum n Perubahan Kebijakan U urn Anggaran Tahun 

2 22; 
2. Lam piran II Dokum P rubah P . ritas Plafon Anggaran 

Sementara Tahun 2022; 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya. 

Diun dan gkan di Singa parna 

pada tanggal 9 ptellber <022 

AERAH 
SIKMALAYA, 

Ditetapkan di Singaparna 
pada tanggal 9 september 202 2 

SIKMALAYA, 

BERITAD H KABUPATEN A MALAYA AHUN 2022 100 
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